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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

DI DALAM NEGERI ATAU DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang

Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di

Dalam Negeri atau di Luar Negeri;

1.

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5506);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun
2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Sekretaris Kabinet;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-
II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman
Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan
Taman Buru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 752);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-

I1/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan



Menetapkan

10.

11.
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Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 753);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-
[1/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan
Tertentu Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) di
Kawasan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian
Alam, Taman Buru dan Hutan Alam (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 754);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN
TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DI DALAM NEGERI ATAU DI
LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi adalah
semua jenis sumber daya alam nabati dan hewani, baik
yang hidup di darat, air dan/atau yang tidak dilindungi.
Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak
Dilindungi yang selanjutnya disingkat HP-TSL adalah
pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai
intrinsik dari hasil menangkap/mengambil dan
mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan

kehutanan.

Pasal 2
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Penetapan HP-TSL didasarkan pada harga pasar yang
merupakan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan
yang berlaku di pasar dalam negeri dan/atau luar negeri.
Besarnya HP-TSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
HP-TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
terdiri atas :
a. HP-TSL yang termaksud dalam Appendiks CITES;
dan
b. HP-TSL yang tidak termaksud dalam Appendiks
CITES.
HP-TSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
berdasarkan koordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga
Pemerintah Non Kementerian/Kepala Badan Teknis
terkait.
HP-TSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
berdasarkan usulan Direktur Jenderal Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pasal 4
HP-TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
HP-TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
HP-TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dan ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung
sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
Dalam hal masa berlaku telah berakhir maka HP-TSL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku

sampai dengan ditetapkan yang baru.
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Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 November 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



